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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang 

menyeluruh dengan sedapat mungkin mengikut sertakan seluruh lapisan 

masyarak.at. Pembangunan dalam bidang ekonomi dewasa ini makin pesat 

dan seirama dengan itu perjanjian kredit sangat berperan dalam menunjang 

terlaksananya program pembangunan yang telah disusun dalam rangkaian 

repelita 

Kredit telah membenikan berbagar kemungkinan dalam lalu lintas 

ekonomit terutama dalam sektor pengembangan pembangunan di pedesaan 

dan perkotaan, dalam bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan 

usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman dan dalam lalu intas pasar 

modal Kredit sangat vital bag pembangunan ekonomi, karena itu kredit 

selalu dibutuhkan bag pengembangan usaha oleh para pengusaha, baik 

pengusaha besar, menengah maupun pengusaha keeil Kedit merupakan 

penuyang pembanguan di mana diharapk.an masyarakat dari semua lapisan 

dapat berperan serta. Dalam program pemerintah terdapat jenis kredit yang 

merupakan bantuan maupun kredit yang diperuntukan bagi golongan 

ekonomi lemah dengan segala fasilitas yang meringankan 
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Pemberian kredit merrpakan salah satu jenis usaha bank. yaitu dengan 

menyalurk.an dana yang terhimpun dani masyarakat dan menyalurk.an kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana 

Usaha perkreditan yang diadakan oleh beberapa Bank di Indonesia 

telah terbukti turut mendukung laju pembangunan di berbagai sektor di 

Indonesia, sebagai contoh Bank Rakyat Indonesia 

Kredit mempakan urat nadi bagi para pengusaha bak tu pengusaha 

besat, menengah, maupun kecil Bagi pengusaha menengah ke atas 

pemberian kredit oleh bank sebagai tambahan modal tidak begitu masalah 

karena mereka biasanya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diminta oleh pihak bank, tetapi bag pengusaha kecil mungkin merasa 

kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak 

bank, karena biasanya keduduk.an mereka lemah, perusahaan kurang dikenal, 

jaminan tidak memadai dan masih banyak lagi hal yang membuat mereka 

kesultan untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit dani bank 

Pemerintah telah membuat beberapa program bantuan melalui fasilitas 

perkreditan khususnya bag pengusaha keeil dengan berbagai kernganan 

dalam persyaratannya, yaitu seperti, Kredit t'saha Tani, (KUT), Kedit Usaha 

Keci (KUK) Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES), dan masih banyak lagi 

Kupedes adalah salah satu jenis kredit yang ada di Bank Rakyat 

Indonesia Kredit imi diperuntukan bagr pengusaha kecil dan menengah yang 

Muehdasyah Sinungan, Lang Da Bank, Rimel Cip1991 h19 
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berpenghasilan tetap yang usahanya telah berjalan satu tahu lamanya. dan 

kredit ini merupakan kredit tambah modal. Kredit ini hanya ada di unit 

Sekitar tahun 1997 Negara-negara di dunia dilanda krisis moneter lebih­ 

lebih di Asia, untuk bangkit dani krisis itu memerlukan waktu yang lama. Ada 

beberapa daerah yang masih dalam wilayah jangkauan BRI termasuk daerah 

miskin. Di situ banyak sekali terdapat pengusaha-pcngusaha kecil yang 

membutuhkan uluran tangan BRI Degan adanya KUPEDES membawa 

masyarak.at ke arah kemajuan. Usaha yang mereka lakukanpun dapat bangkit 

kembali, sehingga dengan demikian BRI turut membantu laju pertumbuhan 

pembangunan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit tersebut ? Lalu 

apa yang menjadi persyaratan-persyaratannya ? Hambatan-hambatan apa 

yang mncl yang harus dihadapi BRI?  Sema pertanyaan-pertanyaan itulah 

yang mendorong penulis untuk lebih mendalami masalah kredit perbank.an 

terutam Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang dilakukan oleh BRI Unit 

Widoharjo. Oleh sebab itu penulis mengambil judul skripsi " TINJAUAN 

HUKUM MENGEN AI PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN OLEH 

BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WIDOHARIO." 
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B. Perumusan Masala h 

Pemberian Kredit Umum Pedesaan yang dibenikan, mendorong untuk 

dilakukannya penelitian, karena pemberian kredit tersebut menimbulkan 

berbagai permasalan hukum. Penasalahan-permasalahan tersebut adalah 

Bagaimana prosedur dan persyaratan pemberian KUPEDES BRI unit 

Widoharjo? 

2 Bagaimana apabila timbul hambatan atau masalah-masalah dart 

KUPEDES BRI unit Widoharjo tersebut serta bagaimana cara 

penyelesaiannya? 

3. Bagaimana BRi unit Widoharjo dalam menyikapi hal tersebut 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang hendak dicapai dalamn penelitian mt adalah 

Uintuk mengetahut pelaksanaan atau operasionalnya Kredit mum 

Pedesaan oleh BRI unit Widoharjo 

2Untuk mengetahui cara Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo dalam 

menyelesaikan berbagar masalah yang timbul 

3. Mengetahut seberapa jauh BRl membeni kemudahan bagr nasabahnya 
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D Kegnaan Penelitian 

egunaan penehtan mm adalab 

egunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membenikan kegunaan teoni yang 

berupa surbangan bag pengembangan ilmu pengetahuan huku dalam 

bidang huk.um perbank an, khususnya bidang perk editan 

» 4egunaan peak.tis 

Hasil penehitian imi diharapk.an dapat diperolei suatu penkiran yang 

disum bangkan pada para praktist, khususnya pars pihak yang mengadaka 

kredit, serta masyarak.at pad.a u m m y a  

E, Metode Penelitan 

Adapun dalam melakuk.an pnehittan mi penuhts eper gunak.a 

metode-metode sebagai benkut 

Tipe penehitin 

Tipe penehitian adalah yundis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu suatu 

penelitan yang menekank.an pada ilmu huk um, akan tetapi uga menelaah 

kadah-kaidah sosial yang berlaku sesua deg ma sala.h yang hteht 

yang merupakan data sekunder, sedangkan yang dimak sud dengan 

pendekatan sosiologis adalah penehtian yang bertujuan untuk memperjelas 

terhadap masalah yang drteht yang merupakan data prmer 



2. Spesifikasi penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang menggambarkan keadaan obyek ata masalah kemudian 

ditanik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan Sumber data 

secara umum dani hahan-bahan mengenai pemberian kredit bag pengusaha 

kecil dan menengah khususnya pemberian kredit oleh Bank Rakyat 

Indonesia, unit Widoharjo 

3. Sumber data 

a. Data primer 

Adalah data yang diperoleh langsung darn lapangan yaitu Bank Rakyat 

Indonesia nit Widoharjo 

b. Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputt 

Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan pemenintah No. I Tahun 1946 tentang Lahan Usaha BR 

2. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbank.an 

3. UU N o. 7  Tau 1992 iubah dengan UU No. 10 Tau 1998 

tentang Perbank.an 

4 Metode pengumpulan data 

a. Studi Kepustak.aan 

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan car 

aenelaah beberapa literature yang berkaitan dengan perkreditan dalam 
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perbankan, terutama Kredit Urm Pedesaan dan Peraturan Perundange­ 

undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

b. Stdi Lapangan 

Studi lapanga ini dilakukan dengan cara wawancara, yatu wawanara 

langsung bebas terpimpin dengan pihak BR! dengan cara 

mempersiapkan data pertanyaan terlebih dahulu, dan dimungkink.an 

adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

eta wawancafa 

c. Lokast penehitian 

Penelitian dilakukan di kantor Bank Rakyat Indonesia it Widoharjo 

d. Metode Analisis Data 

Untuk dapat mencapair tujuan penehitian yaitu memperoleh kesimpulan 

maka data yang diperoleh kemudian dikaupulkan. Setelah dilakuk.an 

analisa secara kualitatif, yaitu suatu kaftan terhadap suatu permasalahan 

yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum perdata 
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, Sistematika Skripsi 

Agar dapat memudahkan penyusunannya, maka di simi penulis mencoba 

menerangkan secara ganis besarnya dani tiap bab yang ada dalam uraian 

sebagai berikut 

BAB I 

BAB IL 

BAB IHH 

BAB IV 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tu)tan penehitian, kegunaan penelitian, metode 

penehitian serta sistematika penulisan 

IINJAUAN PUST AKA 

Berisi tentang pengertian kredit, perbankan, bank, pengusaha 

kecil, pengertian nasabah, pengertian debitur, dasar hukum, 

asas, unsur, jaminan, jemis, dan fungsi dari kredit 

HASIL. PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Berisi tentang hasil penehitian mengenai tinjauan hukum 

terhadap pemberian kredit bagr pengusaha kecil serta analisa 

data sebagar jawaban dani perumusan masa!ah, antara lain 

prosedur dan persyaratan pemberian Kredit Umum Pedesaan, 

serta hambatan dan permasalahannya juga cara penyclesaiannya 

PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang diambil penuhis dari 

pembahasan masalah sebagai jawaban singkat dari perumusan 

masalah dan saran-saran kepada para pihak yang terkait dengan 

penelitian serta lampiran 



BAB IL 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian 

t. Pengertian Kredit 

Kata kredit berasal dani bahasa Romaw " credere " yang berart 

Menurut Undang-ndang Perbankan yaitu, UL nomor 7 tahun 192 j0 UU 

no. I0 tahun I98 Pasal I angka II, yang dimaksud dengan kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan tu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pnan-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya, setelah jangka waktu tententu dengan pemberan bunga Secara 

mum krcdit diartikan sebagar " T he  ability to borrow on the opron 

concerved by the lender that he will be repaid " (kemampuan ntuk 

meminjam uang berdasarkan pad.a pendapat bahwa peminjam ak.an 

mengembahkannya lagi)' 

2. Pengertian Perbankan 

Pasal l angka I UU No 10 Tahun 1998 yang dimak sud dengan 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

Mam Dru Badrulna Perea rest lee PT Cara dlmn perkrode art Adey.a Bakt 
Bandung. 1991, heal 22 

9 
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mencakup kelerbagaan, kegiatan usaha serta cara berproses dalam 

melaksanakan kegiatan usaha ini 

3. Pengertian Bank 

Pasal I angka 2 UU No. 10 Tahu 1998 juga menyebutkan 

pengertian dani bank yaitu, merupakan badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarak.at dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak 

4. Pengertian Perjanjian 

Apabila kita menelusuni sejarah dani terminologi "bank"maka 

ditemukan bahwa kata bank berasal dani bahasa Italy "banca" yang berarti 

bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertecngahan, 

pihak bankir Italy yang membenkan pinjamar-pinjaman melakukan 

usahanya tersebut demgan duduk di bangku-bangku di halaman pasar 

Dalam perkembangan dewasa imi, mak.a istilah bank dimak sudkan 

scbagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa 

keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi 

pinjaman mengederkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan 

benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan 

Abdurracha,A Ello.eh Aleo Keego Perdegogo. Pesa 

Paramita Jakarta194, heal 80 
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Menurut KUH Perdata Pasal 113 Perjanjian berarti suatu perbuatan 

di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih Perjanpan dapat dilakukan secara lesan maupun tertulis 

Perjanjian yang dilakukan secara sederhana tidak perlu secara tertulis. 

5, Pengertian Pengusaha Keet 

Pengertian dan kniteria pengusaha kecil menurut Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No.2624/KEPDIR adalah mereka para 

pengusaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta, tidak 

termasuk tanah dan rumah yang ditempati 

6. Pengertian KUPEDES 

K«edit t/mum Pedesaan ( Kupedes) adalah kredit yang dibenikan 

untuk pengusaha keeil dan menengah yang berpenghasilan tetap. yang 

telah menjalank.an usahanya selama satu tahun 

7eagertian Kredit Macet 

Menurut Surat Keputusan Menterni Keuangan Nomor 

293/MK.09/1993 tertanggal 27 Februani 1993, piutang macet atau kredit 

macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang itu jatuh 

tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya 

sesuai dengan perjanpan, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan 

piutang tersebut 
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8. Pengertian Nasabah 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank Ada dua jenis 

nasabah yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur Nasabah 

penympan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang 

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaniah 

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan (pasall, angka16-18,LUU No, 10 tahun 1998 

, pengertaian a inn lokole 

Yaifn jaminan yang bcrpa sesuatn ata benda yang berkatan 

langsung dengan kredit yang dimohon 

I0.Pengertian Jaminan Tambahan (Agunan) 

Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang 

dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kcbendaan yang 

obyeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu 

kesanggupan pihak ketiga yaitu kesanggupan pihak ketiga utuk 

memenuhi kewajiban debitur. 
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B. Asas-asas Dalam Perkreditan 

Sebelum membenkan kredit, bank harus memperhatikan lima asas yaitu 

I.Character 

Adalah watak yang meminta kredit, bahwa ia benar-benar ak.an 

mempergunakan kredit itu seperti yang dimak sudkan 

2Capacity 

Apakah ung tersebut akan membawa manfaat yang positif bag pihak 

yang meminjam dan apakah dengan bantuan kredit tersebut akan 

membawa usaha yang baik bagi usahanya 

Capital 

Adalah bahwa orang yang meminta kredit mempunya usaha dan telal 

tersedia modal yang memuat perhitungan ekonomi memungkink.an hal 

terse but 

4 (olateral 

Balowa uang yang dipinjam oleh si peminjam tersebut betu-betul akan 

dikembahkan dan apabila terjadi hal yang negatif terhadap usahanya 

maka ada jaminan yang positif bagioya schingga batik bagi yang 

meminjamk.an uang takk.an drugk.an 

$. (oditon of Economy (kondisi ck onom) 

Sebagai salah satu syarat dikabulkannya kredit adalah masalah jaminan 

Marhaimis Abdul lay, llukum Perbank.an di Indonesia Paramita Pradrya Jakarta79hl I42 



C. tnsur-unsur Kredit 

I. Kepercayaan 

Yaitu, keyakinan dari si pembeni kredit bahwa prestasi yang 

dibenikannya, bail dalam bentuk uang barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimnanya kembahi dalam jangka waktu tertentu di masa yang ak.an 

datang 

2 Waktu 

Suatu masa yang memisahk.an antafa pembenian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang Dalam 

unsur waktu imi terkandung pengertian milai agio dari tang. yaitu ang 

yamg ada sekarang lebih tirggi nilainya dani uang yang akan ditenma pada 

masa yang akan datang 

3. Degree of Risl 

Yaitu satu tingkat resiko yang akan dihadapt scbagar akbat dani 

adanya jamgka waktu yang memisahkan antara pembenian prestasi dengan 

kontra prestasi yang ak.an ditera kemedian hani semakin lama kredit 

dibenikan semakin tinggr pula resikonya karena sejauh kemampuan 

manusia untuk mnenerobos hani depan itu, maka masih selalu terdapat unsur 

ketidak tentuan yang tidal dapat diperhitungk.an inilah yang menyebabkan 

timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul 

jaminan dalam pemberian kredit 



4 prestasi 

Obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dapat berbentuk barang atau jasa 

D, Tujuan Kredit 

Tujuan kedit adalah ntuk mengembangkan pembagunan dengan 

berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya 

dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besamya maka pada umumnya 

tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan, Karena 

tn bank hany.a ak.an membenikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur 

itu akan mampu mengembalikan kredit disentai bunga, imbalan atau 

pembagian hasil sebagaimana telah disepakati 

Kepentingan dan keuntungan diharapkan baik dani pihak mnasyarakat 

maupun pihak bank. Para penyimpan dana mengharapk.an kcuntungan dart 

bunga, sedangkan pihak bank memperoleh keuntungan dani pengoperan dana 

dalam bentuk kredit 

E, Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur 

untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur Pemberian kredit sangat 

beresiko tinggi karena begitu kredit sudah berada dalam tangan debitur pihak 

Muhammad drum.hand, Hodum erhanka de Indonesia,P'Tira Aditya Bak ti. Bandung. 200 

hal 370.371 



bank tidak dapat mengetahi dan tidak dapat menditeksi lebih jauh terhadap 

ang tersebut, schingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di 

kemudian hani. Karena itu dalam menyalurk.an dana tersebut bank harus 

melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, dan asas kehati-hatian serta 

perlu penilaian yang seksama dani berbagai faktor dalam setiap pertimbangan 

permohonan kredit, dengan maksud agar sejak awal telah ada upaya 

pencegahan dan pengurangan resiko itu." 

Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/I0 tanggal 3 

Oktober 1966 dan Surat Edaran bank negara Indonesia Nomor 

2/643/KPemb. Tanggal 20 Oktober 1966/Pemb Diinstrksikan bahwa 

dalam bentuk apapun setap pembenan kredit, bank wapb menggunak.an ak.ad 

perjanjian kredit yang dikenal dengan istilah perjanjian kredit 

I. Syarat Sahnya Perjanjian 

Untuk sahya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, seperti yang 

terdapat pada pasal 1320, KUH Perdata. Keempat syarat tersebut adalah 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat maksudnya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian 

itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang 

pokok dani perjanjian yang diadakan itu Apa yang dikehendaki oleh 

pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain, sehingga di sini 

terjadi hubunga timbal-babik. 

era Supraptomo, Segr hfwko /erogeengea Ard AMeet da Pergatro AMasalah Rahost@ 

Rank"mal.alah disks panel BUPLN-Mahl.rah Agang Denpasr 6.Deemer 1994 
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b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurt hukum, 

artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus sudah dewasa atau 

akil bahik, dan sehat pikirannya, sehingga ia bisa bertanggung jawab 

atas segala tindakannya. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata. orang yang 

tidak cakap dalam membuat suatu perjanjan adalah orang-orang yang 

belum dewasa, di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam 

hal yang ditetapkan oleh undang-undang. dan pada umumnya semua 

cpada siapa dang-undang telah mclarang membuat perjanpan 

tertent, maksudnya "seorang istni, bar ia kawin diluar persatuan harta 

ckayaan ata telah berpsahan dalam hal itu sekalipun. namun tak 

bolehlah a menghibahk.an barang Sesuatu atau memind.ah 

tangankannya, atau memperolehmya, baik dengan cuma-cuma maupun 

atas beban, melainkan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dar 

suaminya. Seorang istni, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk 

membuat suatu akta, atau untuk mengangk.at sesuatu peranjian 

sekalipun namun tidak lah ia karena itu berhak. menenima sesuatu 

pembayaran, atau membeni perunasan atas itu, tanpa jn yang tegas 

dani suaminva" (Pasal 108 KUH Perdata). Tapi setelah ada Surat 

Edaraa Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 hal tersebut telah dicabut 
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c. Suatu hal tertena 

Dalam Pas.al 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa "hanya barang 

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian" 

d. Suatu sebab yang halal 

Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa Suatu perjanjian 

tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu 

atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan 

Pasal 1336 KUH Perdata menyebutkan" Jika tidak dinyatakan sesuatu 

sebab, tetapi ada suatu scbab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab 

lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah 

sah 

Pasal 1337, " suatu sebab adalah terlarang. apabila dilarang oleh 

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban mum" 

Syarat a dan b disebut syarat subyektif, karena menyangkut 

orangnya. Apabila syarat ini tidak dipemnuhi maka perjanjian itu dapat 

dibatalk.an atau dapat dimintakan pembatalan kepada hakim 

Syarat c dan d adalah syarat obyektif, karena menyangknut obyeknya 

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka batal demi hukum artinya sejak 

semula tidak ada perjanjian 



l. Asas-asas dalam hukum per janjian 

a. Asas konsensuahsme 

Asas yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Pada dasamya 

suatu perjanjian telah lahir/'terjadi seketika ketika ada kata sepakat atau 

konsensus di antara para pihak. 

PAsal 1321 KUH Perdata Tiada sepakat yang sah apabila sepakat 

diberikan karena kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalah gunaan 

keadaan 

Discbut juga asas mcngikatnya perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata 

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat ke dua belah pihak sepert 

undang-undang dan tidak ditarik kembali secara sepihak 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

Pasal 1338 ayat I KUH Perdata : Pada dasamya orang bcbas memboat 

atau tidak membuat perjanjan, bebas menentuk.an isi, berlakunya syarat 

perjanjian dengan bentuk-bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih 

umndang-undang mana mana yang digunakan untuk perjanjian. Asas ini 

diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1339 UH 

Perdata, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan 

dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban mum. Asas 

inilah yang menimbulkan adanya perjanjian standar atau perjanjian 

baku. Dimana perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah dibuat 

formulir dan para pihak tinggal mengisinya. Seperti halnya perjanj+an 
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kredit. di sini kredit dimasukkan dalam perjanjian baku Mengapa 

Karena pada kenyataanya di bank telah tersedia blanko / formulir 

tentang perjanjian kredit, para pihak tinggal mengisinya saja 

Menurut Soehirman Reksohamidjojo, Perjanjian Standar adala 

perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sud.ah dibakukan oleh 

pemakainya (dalam hal perjanjian kredit maka itu adalah bank) dan 

pihak lain (dalam hal ini adalah debitur) yang mana pada dasamya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas 

klausa-klausanya 

d ltikad baik 

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pasal 1338 

ayat 3 KUH Perdata. ltikad baik dibagi menjadi2. yaitu 

ltikad baik yang subyektif 

Dapat diartikan scbagai kejtujuran. Seseorang dalam melakukan 

suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin 

seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum 

2 ltikad baik yang obyektif 

Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau 

apa yang dirasa sesuai di masyarakat 

'Saehirman Rel.so Hamidojo, Seminar Himpunan Bank Perkreditan Rakyat, ha 



3. Pelaksanaan Perjanjian 

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, 

perjanjian perjanjian dibagi dalam tiga macam, yart 

.Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya 

jualbeli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian),sewa-menyewa 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat 

suatu lukrsan 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak 

mendiik.an tembok 

4. Berkhirnya per janjian 

Menurut R Setiawan perjanjian itu dapat berak hir dikarenakan 

a. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

b. Lindang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian 

c. Para pihak atau undamg-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus 

d. Pernyataan menghentikan perjanjian (op.egging, "opzegging dapat 

dilakukan olch kcdua pihak atau salah satu pihak. " op.zegginghanya 

ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara 

e. Perjanjian hapus karena putusan hakin 

f Tujuan perjanjian telah dicapai 

g Dengan persetujuan para pihak (herroeping) 

g Seti.an, Pokok-Polok Hokum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1978,al 2 
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p, Jaminan Kredit 

l, Pengertian Jaminan Kredit 

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan 

atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran 

kembali suatu hutang. UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 Pasa! 24 ayat l 

j0 Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor SE-23/6/BPPP tanggal 28 

Februani 1991 tentang jaminan kredit. Pada Pasal 2 ayat I menyebutkan 

Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa 

amnan pemberian kredit 

Mak sud jaminan di sini adalah keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Menunut UL No 

7Tahun 1992 

Pasal 8, dalam membenikan kredit, bank umum wajib mempunyai 

eyak nan atas kemampuan dan kesanggpan debitur untuk melunas 

hutangnya sesuai yang diperjanjikan jo. UU No. 10 Tahun 1998 PAsal 8 

ayat I, dalam membenikan kredit pembiayaan berdasarkan pminsip syariah 

bank uum wajib mempunyai keyakinan berdasark.an analisis yang 

mendalam atas itikad bank dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

atau debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembabikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan 
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2. Jaminan yang baik 

Jaminan yang baik adalah jaminan yang 

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukan 

b Yang dapat memperkecil pencani kredit melakukan wanprestasi 

e. Yang dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam anti 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, dapat dengan 

mudah diuangk.an untuk melunasi hutangnya 

• Barang yang dapat dijadikan jaminan; 

a. Bahan baku yang diolah, barang setengah jadi,dan hasil produksi 

b Alat-alat inventaris 

c Kendaraan bermotor 

4. Fungsi jaminan adalah untuk ; 

a. Memberikan hak dan keknasaan kepada pihak bank (BRD) untuk 

mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan 

tersebut apabila debitur / nasabah wanprestasi 

b. Menjamin agar nasabah berperan aktif dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk melakukan 

perbuatan yang dapat mergikan diri sendiri dapat dicegah / diperkecil 

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit 



G, Agnan redit 

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal 

pemberian pembenian fasilitas kredit. Menurut pasal 8 Undang-undang 

Noma 10 TAhun 1998 bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang 

tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazi dikenal 

dengan agnan 

Menurut Drs Tomas Soeyatno dalam bukunya Dasar-dasar 

Perkreditan, hal 64, bahwa Jaminan tambahan atau agunan dapat berupa 

a Jaminan pnibadi atau anan perusahaan yang drbuat sccata notariil serta 

aminan bank 

b. Barang-barang tidak bergerak, dan barang-barang bergerak yang tidak 

damink an sebaga jaminan pokok, pada mumnya berupa Serpifikat 

tanah dani kantor pertanaha 93/KB, dan surat-surat bukti kepemihikan 

lainnya, hars disnnpan dalam berks khusus (Map wark.at kredit) yang 

disimpan dalam khasanah tahan api 

t. Fungi Kredit 

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik 

bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh baik Kredit 

dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi-fungsi 

a. Meningkatkan daya guna urang 

Dana yang mengendap di bank bennanfaat bagi pengusaha dan mereka 

dapat mcnkmatr krehrt tnk moper hoar rah.aya 
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b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Melalui kredit peredaran uang akan lebih berkembang 

c Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan bantuan kredit, produsen dapat memproduksi barang mental 

menjadi barang jadi sehinpga kegunaan dari barang tersebut dapat 

meningkat 

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi 

/ntuk menekan inflansi dan mntk pembangunan ekonomi kredit berperan 

penting. Schingga kredit hars di arahkan ke sektor-scktor produktif dan 

scktor yang langsung berpengamuh pada kehidupan masyarakat. Kredit 

hanus dilak sanakan sccara selektif 

e. Meningkatkan kegairahan berusaha 

Kredit digunakan untuk memperbesar usaha dan meningkatkan 

produktivitasnya 

f Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Kredit dapat meningkatkan saha dan peningkatan profit, sechingga 

pendapatanpun eaingk.at 

g. Meningkatkan hubungan internasional 

Bank scbagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negni tetapi jug@ 

di luar negri, Negara yang kuat perekonomiannya dalam hubunpan 

persahabatan dapat memberikan bantuan dana kepada negara yang sedang 

berkembang, sehingga akan lebih mempererat hubungan hubungan antar 

Degara 



• Jenis-jenis Kredit 

Jenis kredit perbank.an dapat dibudakcan dengan mengacu pada kniteria 

tertentu Dani kegiatan pengklasifikasian maka saat ini di kenal jenis-jenis 

kredit yang di dasarkan antara lain pada 

elem bagaanya 

a Kredit perbankan yang dibenikan oleh Bank Mihik Negara atan Bank 

Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan tsaha dan atau konsumsi, 

seperti membiayai sebagian kebutuhan permodalan 

b Kredit hikuditas, yaitu kredit yang dibenikan kepada bank sentral 

kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya 

digunak.an sebagai dana untuk membiayai perkreditannya 

• Kedit ngsung, Kredit ini dibenkan oleh Bank Indonesia kepada 

lembaga pemeritah atau sens pemenntah (kredit program), misalnya 

Bank Indonesia memberkan kredit langsung kepada Bulog, untuk 

pengadaan pangan 

d Kredit (pinjam antar bank), kredit ini di benkan oleh bank yang 

kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana 

• Jangka walt 

a Kredit jangka pendek (short term loan) 

Kredit yang berjangka waktu I (satu) tahun, dapat berbentuk kredit 

penjualan dan kredit pembehian 



b. Kredit jangka menengah (medium ten loan) 

Kredit dengan jangka waktu I (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, 

bentuknya dapat berpa investasi jangka menengah 

c. Kredit jangka panjang 

Yaitu kredit yang berjangka waktu lcbih dari tiga () tahun. Kredit ini 

umumnya bertujan menambah modal perusahaan dalam rangka 

mengadakan rehabilitasi, ckspansi (perluasan), dan pendirian proyek 

bar 

3. Penggunaan kr edit 

a. Kredit konsumuif, kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau 

bank swasta kepada perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari­ 

hat 

b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi 

Kedit investasi, yaitu kredis ntuk pembiayaan modal tetap. seperti 

peralatan produksi, gedung dan mesir-mesin Berjangka waktu 

menengah dan panjang 

Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk kebutuhan dunia usaha, 

seperti modal kerja berupa bahan bak 

e. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif 
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4. Jaminan 

a Kredit tanpa jaminan, atau kredit Blanko (unsecured loan) 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan materiil (agnan fisik), 

pemberian sangat selektif, hanya bagi nasabah besar yang telah teruji 

bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan 

maupun kcgatan usaha yang dijalaninya 

b. Kredit dengan jaminan (secured loan) 

Diberikan dengan menggunak an jaminan, misalnya berupa tanah 

J. Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, wanbeheer, yang berarti 

pengurusan buruk, wandaad, perbuatan buruk Wanprestasi dapat berupa 

empat macam, yatu 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, akibatnya, bagi 

debitur yang lalai, dia harus mengganti kerugian yang diakibatkan 

olehnya 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan, akibatrya pembatalan perjanjian 

¢. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, akibat hukumnya 

perahihan resiko. Yang dimaksud dengan resiko disini adalah, kewajiban 

untuk memikul kerugan, jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan 

salah sat pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyck perjanpan 



29 

d. Melakukan sesuatu yang menrut perjanpan tidak boleh dilakuk.an, kalat 

sampai diperkarakan di depan hakim, maka debitur yang lalai itulah yang 

membayar biaya perkara 



BAB II 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Sejarah Singkat BL 

Menurut UU No. IO Tahun 1998 yang merupakan perubahan dani 

Undang-undang no.7 tahun 1992 Pasal 3 UU Perbank.an, bank bertugas 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk melak sanak.an 

tugasnya tersebut maka bank mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang 

sesuai dengan jenis kemampuan bank itu. Salah satu usaha penting bank 

dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyalur dana masyarak.at 

yaitu dengan memberikan kredit 

Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1945 dengan 

Peraturan Pererintah No. I Tahu 1946, ditetapkan di Yogyakarta BRI 

berdasarkan The Algemene Volkscrediet Bank (AVB) yang dalam masa 

pendudukan Jepang bernama Syumin Gnko 

Usaha yang dilakukan BR! menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 

I Tahun 1946 adalah sebagai benikut 

Membenikan pinjaman kepada rakyat 

2 Menerima uang simpanan 

3. Menjalankan tugas bank umum 

4. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah 

Pasal ini dimaksudkan agar BRI dapat berhubungan langsung dengan 

rakyat. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam 

JO 



menyelenggarakan usahanya. Mengingat tugasnya tersebut oleh pemerintah 

BRI-lah yang diarahkan sebagai bank yang langsung berhubungan dengan 

akyat. Sehingga tidak heran apabila waktu itu Bank Desa, Bank Pasar dan 

lembaga desa mempakan Bank Sek@under yang kurang mendapat perhatian 

Undang-Undang Nomor 14 tabun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

lebih banyak bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan 

operasinya. Bentuk-bentuk bank desa, bank pasar imi bar lebih jelas 

pengaturannya setelah lahimnya Keputusan Presiden Nomor 38 [alun 1988 

tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 28 Ok4ober 1988 

Tahun 1990 dikeluarkan paket kebijaksanaan Januani 1990 yang benist 

penguraian secara bertahap kredit hikuidasi Bank Indonesia yang selama int 

enjadi salah sat sumber kalangan perbank.an, selain tu Jga mengatut 

ewapiban bank-bank untuk meya lurk.an kreditnya 

Tanggal 29 Mei 1993 keluarlah kebijakan yang bertujuan meningkatkan 

dan memperluas kredit bagi dunia trsaha. Dalam perkembangan terakhir 

ternyata Per bank.an Indonesia mengalami krisis yang sangat berat. Krisis inf 

disebabkan olch beberapa faktor diantaranya karena konsentrasi dana yang 

besar pada seechintir pihak, pemberian pinjaman yang tidak mentaat 

peraturan, lemahnya pongawasan, dan sumber daya manusanya. Struktur 

permodalan perbankan nasional yang masih lemah, juga memmngkatnya 

persaingan, serta begitu besamnya korupsi, kolusi dan nepotisme di dunia 

perbankan nasional, sehingga tnggal I6 November 1997 beberapa bank 

swasta terpaksa dihkuidasi. Bahkan juga diambil alih penguasaannya oleh 
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pemerintah yang kemudian disusul oleh merger antar bank. Hal ini tidak 

berlaku untuk bank-bank pemerintah termnasuk BRI" 

Krisis tersebut bukan hanya melanda di kalangan perbankan, tapi juga 

hampir seluruh bidang perekonomian. Hal itu juga dirasakan oleh 

pengusaha--pengusaha kecil di daerah pesisir yang masih dalam jangkauan 

wilayah kerja BRI unit Widoharjo. Hambatan permodalan terus merongrong 

mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi. BRI berusaha 

membantu mereka untuk terlepas dari semua itu, dengan pemberian Kredit 

Umum Pedesaan (KUPEDES) 

B. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi BRI Unit Widoharjo 

Kepala Unit 

Teller Mantri Desk man 

Muhammad Djumhana, Op.Cit., heal. 53-69 
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KETERANGAN 

I. Kepala Unit 

Kepala unit bertugas mengepalai unit, mengorgamisasi semua bagian yang 

ada di unit, bertanggung jawab terhadap segala operasional di unit 

2. Teller 

Teller discbut juga scbagai kasir unit. Tugas teller adalah melayani 

pengamban dan penyetoran transaksi, seperti simpanan, pinaman, dan 

jasa bank yang lain, seperti pelayanan transver antar bank 

3. Manti 

Mantni mempunyai tiga tugas utama, yaitu 

a Pemenksaan laman 

Di sini mantni melakukan pemeniksaan, penganalisaan pengajuan 

pinjaman nasabah, dan mengusulk.an besamnya pinjaman 

b Penagihan Tunggakan 

Menagih tung gakan-tunggakan yang muncul baik itu tunggakan yang 

masih belum jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo atau macet 

atau masuk dalam daftar hitam B3RI 

c. Pembinaan nasabah 

Di sini mantni berperan scbagai lonsultan, memberikan saran tentang 

usaha yang digeluti peminjam kredit, menerangkan semua aspek dalam 

kredit yang ada di BRI, dani aspek managemen sampai pemasaran 

Biasanya pembinaan dilakukan tiga (3) bulan sekali setelah dia 

menerima kredit, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan atau 
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dengan kata lain dengan mehihat nsaha dari kreditur apakah,semakin 

maju atau scbaliknya. Apabila sudah mulai lancar atau membaik, mantri 

tinggal memantau saja 

4 Desk man 

Desk man adalah bagian pembukuan. Deskman bertugas menangani bagian 

administrasi dan akuntansi di BRI 

Di bagian administrasi ia menangani atau mengurusi semua dokumen yang 

ada, sedang di bidang akuntansi di sini ia bertugas menangani masalah 

pembukvan 

G .  Kredit tmum Pedesaan (KUPEDES) 

I. Pembagian KUPEDES 

Kupedes dibagi menjadi dua bagian yaitu, kupedes mum dan 

Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP) Berikt akan penulis 

uraikan satu persatu 

a Kupedes L/mum 

Diperuntukan bagi pengusaha keeil, menengah dan umum dengan 

plafon Rp.25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) sampai Rp.50,000.000 

(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maximal tiga tahun 

Ketentuan plafon tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di 

dasarkan pada Keputusan Direksi Bank Indonesia Noor 

26/24/KEPIDIR, pasal 2 yait "Kredit yang diberikan kepada nasabah 
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saha keeil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untk 

membiayai usaha produktif" 

b. Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP) 

Sedangkan Golbertap ditujukan bagi pegawai yang 

berpenghasilan tetap baik swasta maupun pemerintah, seperti PNS 

BUMN, ABRI dan pegawai swasta yang bonafit 

2. Prosedur Pengajuan KUPEDES 

Selain wawancara dengan BRl,penulis juga melakukan wawancara 

kepada nasabah BRI unit Widoharjo, Bp. Sukirman,PKL di Barito, tanggal 

8 April 2003, penulis berhasil mendapatkan keterangan bagaimana 

nasabah bisa mendapatkan KUPEDES tersebut. Adapun prosedur 

pengajuan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) adalah sebagai berikut 

a Nasabah yang akan meminta kredit datang ke BRI unit, dan 

menginformasikan tentang usaha yang digelutinya, minimal telah 

berjalan satu tahun 

b. Membawa persyaratan yang di tentukan BRI, seperti 

I. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda bukti diri 

2. Surat keterangan domisili, baik keterangan tempat tinggal 

maupun tempat ursa ha 

3. Surat ijin usaha (SIU), apabila tidak punya atau tidak ada bisa minta 

surat keterangan dari kelurahan. 

4. Surat keterangan letak tanah dani kepala desa,dan lampiran jaminan 
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c. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi baru didaftarkan di unit 

d. Mengisi formulir pendaftaran kredit BRI yang sudah dibakukan 

J. Janinan dan Agunan 

lamina 

Menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor IO Tahun 1998 tentang 

erbankan yang berbunyi 

(I)  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan 

(2) Bank Umum wajib memiiki dan menerapkan pedoman 
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapk.an oleh Bank Indonesia 

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa bank dalam menyalurkan 

dana untuk kredit harus didasarkan pada suatu jaminan 

Menurut Pasal 2 ayat (I) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 2369/KEPDIR tanggal 28 Februari1991 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut maka sebelum bank memberikan kredit harus melakukan 

penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, aguran 

dan prospek usaha debitur. Perjanjian kredit yang bertujuan membantu 

para Pegawai Negeni Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau 

pensiunan atau pegawar suatu perusahaan menggunakan perjanjian 
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Jaman perorangan. Dalam perjanjian kredit yang dibenikan kepada 

pegawa atau mereka yang berpenghasilan tetap sering digunakan jaminan 

perorangan yang dilakukan oleh pimpinan instansi atau perusahaan di 

mana pegawai tersebut bekerja dan ju,a oleh bendaharawan, jaminan 

perorangan terscout didukumng oleh kewenangan pimpinan itu untuk 

melakukan pemotongan gaji pegawainya yang memohon kredit tersebut, 

seperti halnya Golbertap pada BRI 

laminan berupa benda bergerak untuk jaminan yang besat 

hendaknya dituangkan dalam akta notaris, sedangkan umntuk kredit kredit 

kecil dapat dilakukan dalam bentuk formulir/model tertentu dani bank 

Scperti halnya KNUPEDES di BRI Unit Widoharjo, dengan mcnggunak.an 

formulr model 72 

iasanya pihak bank akan meninta surat-surat yang p o n g  bag 

dcbitr scperti, ijasah, SK Pengangkatan Pegawa atan SN Pension, yang 

menimbulkan salah persepsi bagi debitur, sebenamnya surat tersebut bukan 

sebagai jaminan kebendaan karena surat tersebut tidak dapat diuangkan 

untuk pelunasan hutang tapi yang menjadi jaminan adalah pihak ketiga 

yaitu kepala kantor atau bendaharawan yang siap memotong gaji atau uang 

pensiun debitur tersebut. Apabila ia pegawai swasta yang bonafit, yang 

menjadi penjamin adalah perusahaan. Perusahaan menjammn debitur bag 

pelunasan kredit yang dimohon. Untuk menghindarkan kesuhitan apabila 

terjadi kredit macet, pihak bank sering meminta perusahaan itu membuat 

daftar aset perusahaan, hal ini sebagai jaminan pelunasan hutang 
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Dalam Golbertap BRI nit Widoharjo yang diadikan jaminan adalah 

gaji dani pegawai tersebut. Sedagkan untuk Nupedes Umum yang 

dijaminkan adalah usaha miliknya yang dibiayai oleh kredit BRI 

Agunan 

Berdasarkan ketentuan pasal 8 UL Nomor 7 Tahu 1992 Bank 

hanya dapat meminta jaminan pokok dan tidal wah meminta janan 

ambahan (agunan). Agunan adalah jamnan tambahan yang tidal 

berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon 

Sesuai dengan pasal di atas, apabila kemampuan debitur dalam 

penanpan kredit itn sudah dianggap meyakinkan pihak bank. maka cuknp 

dengan paminan pokok saja 

Meskipun demikian dalam prakteknya, pada perjanjian kredit 

perbank.an banal bank selan m e t a  amnan pokok juga memint.a 

a n a n  tambahan atau agnan. Hal int dikarenakan untuk memperkecil 

resiko yang akan ditanggung pihak bank, terutama kredint bags pengusaha 

kecil dan menengah. Adapun bentuk agunan menurut penjelasan pasal 8 

Undang-Undang Nomor IO Tahun 1998 tentang Perbank.an, bentuk agunan 

dapat berupa 

barang. proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan Tanah yang kepemihikannya didasarkan pada hukum adat 
yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa ginik, petuk, dan lain-lain 
yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan Bank tidak wajib 
meminta agunan berupa barang yang tidak berkatan langsung dengan 
obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan 

Berdasark.an pasal 8 di atas. BRI juga mengenakan agunan selain 

jaminan pokok pada Kupedes. Kupedes Umum BRI yang dijadikan agunan 
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adalah benda yang bergerak dan benda tetap. Benda yang bergerak 

misalnya, surat-surat kendaraan, komputer, TV_II Untuk benda tetap 

seperti, serifikeat tanah HGB.HGU.HM, petuk atau ginik atau Letter C 

Hak Milik (HM) adalah obyek jaminan yang paling disukai oleh 

pihak bank, karena HM merupakan hak terkuat dan tcrpenuh senta lebih 

mudah untuk dijual. Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan dalam 

batas waktu urmur HGU yang masih tersisa. Hak Guna Bangunan (HGB) 

Juga merupakan hak terbatas yaitu hak yang terbatas jangka waktu 

pemihikannya, HGB. HM, HGU dan HGB merupakan objck hak 

tanggugan atas tanah 

Dalam praktek perbankan dalam perjanjian kredit diketahui bah wa 

memang sudah jarang bank mempergunakan hak tanggungan 

gunan, hanya yang masth 

mempergunakannya. Seperti kita ketahui bahwa BR banyak membantu 

masyarakat keeil terutama di pedesaan 

Bagi Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap). yang dijadikan 

agunan pokok adzlah SK asli, pertama dan terakhir Untuk men guatkan 

gar dia tidak pinjam kredit ke bank lain atan agar kesempatan tk kc 

bank lain tidak ada, maka diperlukan lampiran pendukung seperti, taspen, 

jamsostek, kartu pegawai selain rekomendasi dari juru bayar, bendahara 

dan kepala kantor 



4. Hamba tan-hambatan yang dihadapi 

a. Masalah kredit macet 

Berdasarkan Surat Kepuftsan Direksi Bank Indonesia Nomor 

2622/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 Tentang kuahitas aktiva Produkctif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif jo Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor.26/14/B3PPP tanggal 26 Mei 1993 edit 

dapat drgolongkan macet apabila 

Tidak memenuhi kritenia lancar, kurang lancar, dan dragukan 

2 Memenuhi kriteria diragukan, yaitu 

a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bermilat 

sekurang-kurangnya 75 % dart hutang, tenasuk bunga 

b Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bermilai 

sekurang-kurangya 100 % danri hutang. Tetapi dalam jangka 

waktu 2 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada usaha 

pcnyelamatan maupun pelunasan 

Kredit tersebut penyelesaannya telah diserahkan kepada pengadilan 

Negeni atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah 

iajukan penggantia gant rug kcpada perusahaan asarans kreit 

Ada dua unsur pcnyebab kredit macet, yaitu 

Dari pihak perbankan 

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga 

apa yang seharusnya bisa terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Selain 



itu adanya kolusi dari pihak analisis dengan debitur sehingga dalam 

analists dilakukan secara subyektif 

2 Dan pihak nasabah 

a. Adanya unsur kesengajaan 

Nasabah tidak bermak sud membayar kewapiban sehmngga kredit 

yang dibenkan macet 

b. Adanya unsur ketidaksengajaan 

Debitur mau membayar tetapi tdak mampu. Contohnya kredit 

yang dibiayai mengalami musibah. kebakaran, kebanjiran dan 

la-lan 

Pada BRI Unit Widoharjo sendini masalah-masalah yang biasanya 

tmmbul yang mengakibatkan terjadya kredit macet adalah masalah 

katakter debitur yang jelek sehingga membuat BRI kesulitan dalam 

melakuk.an pembnaan ( basanya teradr pada kupedes Lmum ) 

Sedangkan pada Golbertap, biasanya pemasalahan ada pada 

karakter dani juru bayar atau kantor yang tidak bentanggung jawab 

den gan menyalah gunakan keuangan, sehingga di saat jatuh tempo 

sering terlambat membenikan pembayaran. Sehingga mengakibatkan 

kredit tersebut macet 

b. Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia 

Pemberian kredit oleh bank sangat beresiko tioggt Seyal 

ditermanya kredit oleh debitur kedudukan bank menjadi lemah 

Apabila debitur masih sehat dan masih mampu melakukan prestasi 



mungkin bukan suatu masalah bagi kreditur (BRD, tapi bagaimana 

apabila debitur tersebut tiba-tiba saja meninggal dunia sebelum 

melunasi kreditnya ? Apakah kredit akan dibebankan pihak keluarganya 

yang sedang berduka tersebut 

c Kodisi daerah di mana bank itu berdirt 

Ada bcberapa daerah di wilayah jangkauan operastonal BR yang 

dirasa sangat sulit untuk mengembangkan Kupedes. Mengapa 

Kupedes hanya di peruntukan bagi pengusaha yang berpenghasilan 

tetap. Sedangkan di daerah tersebut penghasilannya tidak tetap, 

mosalnya daerah tambak. Tempat ini dinilai oleh BRI termasuk daerah 

miskin, yang scbagian besar penduduknya adalah nelayan Nelayan di 

daerah ini sebagian besar adalah nelayan keeil di mana masih sanga 

bergantung dengan alam dan dengan peralatan yang masih sangat 

scderhana, harga yang nark turun karena permainan tengkulak membuat 

penghasilan yang didapatpun tidak pasti atau tetap. Oleh karena itu BRI 

merasa terlalu riskan untuk mengembangkan Kupedes di sini 

d Masalah persaingan suku bunga antar bank 

Dengan maraknya bank-bank yang bermunculan, terutama di 

kota-kota besar, menimbulkan masalah tersendiri bagi B3RI Semakin 

ketatrya persaingan suku bunga perkreditan membuat tiap bank harus 

mempuya cata tersendiri, untuk bisa menarik minat nasabah dalam 

transaksi kredit 
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a. Dengan melakukan pembinaan 

Apaoila debitur yang terkena kredit macet tersebut berkarakter 

baik maka dilakukan pembinaan Pembinaan dilakukan oleh mantri 

kepada nasabah-nasabah macet atau yang mempunyai kecenderungan 

macet. Sebagai contoh; debitur mengalami penurunan omset, maka 

mantri di sini akan memberikan solusi dengan cara beralih ke usaha lain 

yang dirasa lebih dikuasai oleh debitur, Pembinaan ini di lakukan 

apabila terjadi penunggakan, dengan mensurvei lebih dulu usaha yang 

dimintaka kredit tersebut 

Selain dengan pembinaan carae-cata penyclesaan mcngenat kredit 

macet juga dapat kita temukan pada Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 26/14/B3PPP yaitu dengan 

Penjadwalan kembali (rescheduling persyaratan kredit yang hanya 

menyangkt jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya juga Hal 

ini telah dilakukan pula oleh BRI dalam menangami kredit macet 

BRl membenik.an perpanJangan watu pembaryaran, misalnya, 

debitur kredit scbesar satu juta rupiah (Rp. 1,000.000) Bar berjalan 

separuh waktu, sehingga kredit yang belum dibayar sebesar 

Rp 500 000,4lima ratus ribu rupiah) BRl membeni kemudahan yat 

dengan membayar sisanya, mmsalnya hima ratars nib rupiah terse but 

harus dibayar dalam jangka waktu lima bulan, setelah diresceduling 

maka waktu yang lima bulan tersebut bisa dibayar selama satu ta hun 



2.Recondoning (Persyaratan kembali) 

Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang ada, seperti 

a. Kapitulasi bunga. yaitu bunga dijadikan utang pokok 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu (bunga 

dapat ditunda pembayarannya), sedangkan pokok pinjaman tetap 

harus dibayar seperti biasa 

c. Penurunan suku bunga, misalnya jika bunga yang dibebankan 

sebelumnya 20 % diturunkan menjadi 18 %, hal ini tergantung 

dari pertimbangan BRI Unit Widoharjo 

d. Pembcbasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit 

tersebut, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar 

pokok pinjamannya sampai lunas 

3. Penataaan kembali (/Restructuring) Perubahan syarat-syarat kredit 

yang menyangkut 

a Penambahan dana bank atau 

b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok 

kredit baru atau 

c. Konversi dari seluruh kredit atau sebagian dani kredit menjadi 

penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan 

penjadwalan kembali atau persyaratan kembali 

Cara ini dianggap terlalu riskan oleh BRI meskipun BRI juga 

melakukannya. Hal ini dilakukan apabila menurut penilaian BRI 
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usaha yang diberi kredit tersebut masih bisa bangkit kembali dan 

sehat. Restructurisasi atau penyelamatan kredit, dengan pemberian 

kredit ulang dimaksudkan agar usaha yang dilakukan debitur dapat 

berjalan kembali. Misalnya dcbitur, kredit kepada BRI sbesar Rn 

L.000.000, (sat juta rupiah), bar berjalan enam bulan sudah 

mcngalami macet, padahal jangka waktunya satu tahun berarti masih 

kurang cnam bulan. Sedangkan kredit yang belum dibayar sebesar 

Rp. 500.000, (ima ratus ribu rupiah) di sini BRI membantu dengan 

memberikan kredit lagi sebesar RP. 500.000,- (lima ratus nibu 

rupiah) dengan harapan saha tcrscbut bisa bangkit kembali. Ro 

1 000 000_. ini dibayvar dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan 

demikian suku bunga yang hars dibayarpun menjadi lebih besat 

karena yang tadinya Rp.500.000,- (ima ratus nibu rupiah) menjadi 

Rp. L,000.000,- (satu juta rupiah). Misalnya, suku bunga kredit BR 

sebesar 18%, tadinya debitur harus membayar 18% dari 

Rp.500.000,- (ima ratus nibu rupiah), sekarang menjadi 18% dani 

Rp. L000.000,- (sat juta rupiah). Dengan adanya restrukturisasi ini 

diharapkan debitur bisa membayar kredit tersebut 

b Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia 

Akhir-akhir ini dalam praktek pemberian kredit perbank.an 

terdapat jenis asuransi jiwa kredit. Sebagaimana kita ketahui dalam 

pasal 302 KUHD discbutkan bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan 

guna kepentingan orang yang berkepentingan untuk selama hidupnya 
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atau untuk waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Asuransi 

jiwa juga dijumpai dalam praktek BRI dalam KUPEDES (Kredit 

Umum Pedesaan) yang dibenikan kepada debitur berpenghasilan tetap 

maupun yang tidak berpenghasilan tetap 

Dalam bunga KUPEDES yang hams dibayar debitur telah 

termasuk uang premi asuransi jiwa, schingga apabila debitur meninggal 

sebelum kredit lunas keluarga debitur tersebut tidak perlu membayar, 

karena akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Di sini dapat kita ihat 

salah satu tindakan preventif dani BR! sebagai kreditur, yaitu mel% 

perjanjian astransi yang mcrupakan cara bau untuk mengantisipasi 

permasalahan dan penyelamatan kredit yang telah disalurkan kepada 

ak yat 

c. Dengan cara pendekatan 

Misalnya; di daerah tambak, karena nelayan di daerah tersebut 

dirasa tidal cocok untuk diberi Kupedes, maka di sini BR mencari 

solusi dengan memberikan kredit kepada penjual solar, bengkel 

perbaikan mesin kapal dan pihak lain yang memenuhi kriteria BRI 

scbagai dcbitur yang mcrpakan pendukung bagi nclayan-nclayan keeil 

tersebut 

d. Dengan memberikan kemudahan dan biaya administrasi yang lebih 

murah 

Persaingan suku bunga antar bank sangat ketat. Di sini diperlukan cara 

yang cermat datam menyikapi hal tersebut. Tiap-tiap bank berbeda car 



menyikapinya. BRI menempuh jalan dengan membenikan kemudahan 

dan biaya administrasi yang lebih murah. Sebagai contoh Suku bunga 

BRI untuk Kupedes scbesar 18%, di Bank B suku bunganya sebesar 

16%. Secara sepintas BRI sangat memberatkan tapi apabila dihihat lebih 

cerat lagi BRI jauh lebih ringan. Hal ini dikarenakan, pada BRI dalam 

melakukan kegiatan administrasi tidak dikenakan biaya apapun, 

sedangkar di Bank B, biaya administrasi yang dikenakan untuk 

menunjang proses rehabilitasi kredit cukup mahal, selain itu BR! jug 

membenikan bonus ata insentif B3RI nemberikan insentif setiap bulan 

sebesa 05%(6 % satu tahun ) dari jumlah hutang kredit kepada debitur 

yang tepat waktu pembayarannya 

e Melalui jalur hukunm 

Apabila debitur berkarakter buruk atau tidak punya itikad baik, 

biasanya BRI menempuh jalur hk um yaitu dengan 

Somas melalu persidangan 

Merupak.an jalan yang teral hr ditempuh BRI karena prosesnya yang 

lama schingga menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga 

2 Melalui KP3N (Kantor Pelayanan Pengursan Piutang Negara) 

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank 

Milik Negara merupakan salah satu bentuk yang dikategonikan 

sebagai piutang negara, karena Bank Milik Negara merupakan salah 

satu badan yang secara langsung dan tidak langsung dikuasat negar 

Men@rut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 



49 Tahun 1960 tentang PUPN, penyelesaian kredit Bank Milik 

Negara dapat diusahakan melalui PUPN 

PUPN merpakan suatu panitia interdepartemental yang 

anggotanya terdiri dari wakil dari Departemen Keuangan, wakil dari 

Departemen Hankam; wakil dani Kejaksaan Agng dan dani Bank 

Indonesia 

Selain PUPN ada juga suatu badan yang khusus di bawah 

Departemen Keuangan yaitu, Badan Ursan Piutang dan Lelang 

Negara (BUPLN) BUPLN menurut Pasal 2 Keputusan Presiden 

Nomor 2I Tahu I99l yaita suatu badan yang bertugas 

menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang 

berasal dari LPN maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang­ 

undangan yang berlakn. BUPLN dalam dalam melaksanakan 

tugasnya di daerah (seperti pada BRI unit) dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pengumsan Piutang Negara (KP3N) 



BABIV 

» PENUTUP 

I 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan maka dapat ditanik suatu kesimpulan scbagai benikut 

Bank Rakyat Indonesia didinikan tanggal 22 Februani 1945, Dengan 

Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1946 di Yogyakarta berdasarkan The 

algemene Volkcrediet Hank (AVB) yang dalamn masa penduduk.an Jepang 

bemama Swumn Cinko Menurut Undang-ndang Nomor I0 Tau 1998, 

pembahan dart Undang-Undang Nomor 7 Tahon 1992 al 3, tugas darn 

bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat Dalam 

rangka ikut meningkatkan laju pembangunan BRI mempunyai suatu 

program perkreditan yang dikhususkan bagi pengusaha kecil dan 

menengah, yaitu Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES). Adapun prosedur 

atau cara dan persyaratan untuk mendapat kredit tersebut adalah sebagai 

benikut 

a. Nasabah datang ke Bank Rakyat Indonesia unit dengan membawa bukti 

diri, dan menginformasikan tentang usaha yang akan dimintakan kredit 

b. Membawa syarat-syarat yang ditentukan BR! yaitu 

I. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti dini Surat keterangan 

domisili, baik keterangan tempat tinggal maupun tempat usaha 

49 



2. Surat ljin Usaha (SIU), apabila tidak ada meminta surat keterangan 
dari kelurahan 

3. Surat keterangan letak tanah dari kepala des% 

4. Lampiran surat jaminan 

5. Apabila syarat sudah terpenuhi baru didaftarkan di unit 

6. Mengisi Fonnulir pendaftaran kredit BRI 

2. Adapun dalam pelaksanaannya Bank Rakyat Indonesia banyak mengalami 

permasalahan, seperti 

a. Masalah Kredit macet 

b. Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia 

c. Kondisi daerah dimana bank itu berdiri 

d. Masalah persaingan sukn bunga antar bank 

3. Solusi yang diambil oleh BR! unit Widoharjo mengenai segala 

permasalahan yang timbul adalah dengan 

a. Dengan melakukan pembinaan. Apabila termasuk kredit macet mat% 

akan digunakan cara Rescheduling atau penjadwalan kembali 

persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali 

b. Dengan Asuransi Jiwa 

c. Dengan cara pendekatan 

d. Dengan memberikan kemudahan dalam prosedur dan biaya yang 

murah, serta pemberian bonus atau insentif 

e. Melalui jalur hukum ( melalui persidangan maupun Kantor Pelayanan 

Pengurusan Piutang Negara) 
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B. Saran 

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai pertimbangan, yaitu 

Sebagai kreditor bank harus lebih cermat dalam membenikan kredit, seperti 

bagaimana karakter dari debitur tersebut, apakah kredit yang diberikan 

BRI benar-benar untuk usaha terscbut ? Hal ini perlu dilakukan agar tidak 

terjadi penyelewengan kredit. Kondisi usaha dari debitur sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam penyaluran kredit Sehingga kredit yang diberikan 

benar-benar mengena sasaran 

2 Agar batk debitr maupun kreditur benar-benar menaati perpanjian yang 

telah dilakukan agar semuanya berjalan lancar, dan perjanjian tersebut 

tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan perbangkan dan UU, No 

I0 tahun I998 

3. BR lebih memperluas lagi jangkanan kerjanya hingga ke daerah pelosok, 

mungkin dengan penis kredit yang berbeda 

4. Dalam prosedur pemberian kredit agar lebih dimudahkan lagi dan juga 

perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar semua lapisan masyark at 

mengetahuinya tertama kalangan masyarakat menengah ke bawah, suku 

bun ga yang lebih rendah sehingga masyarakat tidak merasa berat 

5. Bagi debitur apabila hendak meminjam kredit hendaknya agar lebih 

selektif lagi 

6. Penelitian yang dilakukan penulis hanya terbatas pada ling8up yang 

terbatas, karena itu masih banyak bidang hukum yang berkatan yang 
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harus diteliti yang tidak sempat dilakukan oleh penulis, mudah-mudahan 

pada masa mendatang ada yang dapat melakukan penelitian yang lebih 

dalam lagi dibandingkan dengan penulis saat ini 
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